PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
f DESA MALANGSARI

PERATURAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023
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| PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA

[ DESA (BLT-DD)

i TAHUN 2023

|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALANGSARI,

[Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

3 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

E Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

| Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang

Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

{ b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus

5 untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga
calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-DD) tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Tahun 2023 ;

T

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553?)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

201 /PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

30g

Memperhatikan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan
Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang
dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023 yang
bertempat di Kantor Desa Malangsari
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MALANGSARI TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
, DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

| Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom

3. Desa adalah Desa Malangsari
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4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi Selua-s—
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut

dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan

dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.
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BERITA ACARA
::J:::wm DESA KHUSUS
AHAN DATA PENERIMA
BANTU
AN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Berkaitan .d;{engan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa
Malangsari fecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana
pDesa (BLT-Dana Desa), maka pada hari inj:

Hari dan Tanggal : Senin, 31 Oktober 2023

e : 19.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Malangsari
telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan
penetapan data KK calon Penerima BLT-Dana Desa, yang dihadiri oleh Kepala
Desa, BPD, Relawan Desa lawan Covid 19, lembaga desa dan perwakilan tokoh
masyare_zkat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar 2%
terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Perubahan Kebijakan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2020
( Permendesa No 6 Tahun 2020 )

2. Laporan situasi dan kondisi Desa tentang Covid — 19

3. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai Juknis
Kemendesa dan kondisi lokal desa; dan

4. Perubahan data KPM Karena meninggal Dunia

5. Sinkronisasi data-data Penerima Bantuan

6. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Eddy Sutomo dari BPD
Notulen : Rini Puji P. dari Perangkat
Narasumber : 1. Mujianto dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana terlampir.
2. Situasi dan kondisi desa tentang Covid-19
Dengan adanya covid 19 berdampak pada ekonomi masyarakat Desa :
a. Tidak bisa berjualan keliling
b. Aktifitas masyarakat terbatas
c. Pendapatan menurun
3. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai Juknis Kemendesa dan
kondisi lokal desa antara lain :
a. Belum pernah memperoleh bantuan baik PKH,BPNT,PJLSU
b. Belum terdata
c. Masuk dalam DTKS / BDT, bagi yang belum masuk akan diusulkan
untuk masuk DTKS
d. Kehilangan mata pencaharian
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PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

DAFTAR HADIR

Senin

31 Oktober 2023

19.00 WIB s.d. selesai
Kantor Desa Malangsari

Perubahan Penenrima Manfaat BLT DD
PEMERINTAH DESA

N A MA JENIS JABATAN }AN? TANGﬁyl
KELAMIN )

/
MUJIANTO L Kepala Desa (% / /7...._7
ENDANG PURWANTI P Sekretaris Desa / 7 = 7
DIDIK FAJAR SISWANTO [ Kasun Malangsari e

JOKO PRAYITNO L Kasun Mranggo _w
SLAMET PRASETYO ADI L Kasun Santren %@ ’
GUNAWAN I Kaur Keuangan //,_/

i RENDRA JULIANTO [E Kaur TU & Umum 7 /%

RINI PUJI PUSPITASARI P Kaur Perencanaa o ? -*Z
| GOZ : L Kasi Pelayanan 3 ‘.‘M
P Kasi Pemerintahan AV

Kasi Kesejahteraan
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DOKUMENTASI MUSDESUS PERUBAHAN KPM BLT DD

TAHUN ANGGARAN 2023
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